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PUTUSAN
Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Pn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
Etty Warni binti Umar Dt.Rj Garak Bumi, NIK.1301036806710002,
perempuan, tempat tanggal lahir Seberang Tarok, 28-Juni-
1971, umur + 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir
SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas), pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kampung
Seberang Tarok, Kenagarian Lakitan Selatan. Kecamatan
Lengayang. Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi
Sumatera Barat email: ettywarni7l@gmail.com. Nomor
handphone: 081371117805, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Dodoni, SH., Advokat/Penasihat Hukum &
Legal Consultans yang beralamat di Kantor Hukum
Dodoni, SH & associates Jalan Raya Dr. Moh. Hatta
Painan (depan kantor Pengadilan Agama Painan),
Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan
domisili elektronik pada alamat email
Dodonidoni0689@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor 506/SK-PDT/KH-DDA/II-2024 tanggal 27
Februari 2024, yang telah terdaftar di Register Surat
Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor
48/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 16 Maret 2024 sebagai
Penggugat;
Lawan
Ramli bin Ruslan, NIK.-, laki-laki, tempat tanggal lahir, Sijunjung 21
September 1961, umur 63 tahun, Agama Islam,
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Pendidikan terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas),
pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kampung Seberang
Tarok Dekat Mesjid Nurul Iman sebelum SDN 38
Seberang Tarok. Nagari Lakitan Selatan, Kecamatan
Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi
Sumatera Barat, Nomor handphone: 082386658129,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2024
yang didaftarkan melalui aplikasi elektronik secara ecourt di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Painan, Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 13 Maret
2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 01 Maret 1995 bertepatan 29
Ramadhan 1415. pukul 10.00 Wib Pagi antara Penggugat dengan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan di Rumah Orang Tua Penggugat, dan
telah dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Lengayang
Kabupaten Pesisir Selatan. dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
150/45/111/2006, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat
ta’lik talak sebagaimana dalam Kutipan Buku Nikah tersebut.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Seberang
Tarok, Kenagarian Lakitan Selatan. Kecamatan Lengayang. Kabupaten
Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan badan dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang
bernama:
3.1 Wahyuni Permata Sari, Perempuan yang sekarang
berumur lebih kurang 29 tahun. Sekarang sudah berumah tangga.
3.2 Nofri Al Hafizh, Laki-laki yang sekarang berumur lebih
kurang 26 tahun. Sekarang sudah berumah tangga.
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3.3 Adiba Syakila Andri. Laki-laki yang sekarang berumur
lebih kurang 23 tahun;
Sekarang dalam asuhan Penggugat.
4, Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun-rukun saja, namun dipertengahan tahun 2022 sekiranya bulan Maret
yang tanggalnya tidak diingat lagi, kemudian antara Penggugat dan
Tergugat terjadi konflik dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
4.1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak adalagi
kecocokan didalam pandangan pola pikir. yaitu nya Tergugat
disuruh untuk bekerja dan buka usaha malah tidak mau.
4.2 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah Lahir
kepada Penggugat, terkadang Tergugat juga bersifat kasar kepada
anak-anak.
4.3 Bahwa Tergugat suka pergi tanpa alasan yang jelas
kepada Penggugat, sehingga pergi tanpa kabar berita sedikitpun,
dan pulang tak menentu.
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dengan
tergugat terjadi lagi pertengkaran, persoalan Tergugat telah berulang kali
pergi tak menentu, sehingga Penggugat memberikan nasehat dan ajaran
kepada Tergugat. dan saat itu juga Tergugat menjatuhkan Talak satunya
kepada Penggugat dan Tergugat dengan sendiri lansung turun dari rumah.
Lansung pergi ketempat saudaranya, namun Tergugat tidak lagi pulang
kerumah kediaman bersama. oleh sebab itu antara Penggugat dengan
Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi yang telah berjalan lebih kurang 1
tahun lamanya.
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat serta ninik mamak kedua belah
pihak pun sudah berusaha untuk mendamaikan secara kekeluargaan
namun tidak berhasil.
7. Bahwa sekarang ini Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di
Kampung Seberang Tarok Dekat Mesjid Nurul Iman sebelum SDN 38
Seberang Tarok. Nagari Lakitan Selatan, Kecamatan Lengayang,
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan Penggugat
tinggal bersama dirumah orang tua.
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8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
merasa tersiksa baik lahir maupun batin, dikarenakan Tergugat telah tega
pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun tanpa kabar berita
sedikitpun. Begitu juga tanpa Nafkah dan biaya sama sekali. oleh
karenanya Penggugat bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat di depan
sidang Pengadilan Agama Painan.

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Painan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Etty Warni binti

Umar Dt.Rj Garak Bumi) terhadap Penggugat (Ramli bin Ruslan);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Painan Cqg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.(Ex

Aequo et Bono);

Kehadiran pihak-pihak yang berperkara

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 14 Maret 2024 dan tanggal 27 Maret
2024 yang disampaikan melalui surat tercatat, yang dibacakan di persidangan,
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Kuasa Hukum Penggugat
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Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa
Khusus dari Penggugat Nomor 506/SK-PDT/KH-DDA/II-2024 tanggal 27
Februari 2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan
Agama Painan Nomor 48/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 16 Maret 2024;

Upaya damai oleh Hakim

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Pembacaan surat gugatan

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan

sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Acara pembuktian dari Penggugat
Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat
1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili, Nomor 140/265/WN-LKS/II-
2024, tanggal 28 Februari 2024 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut
telah di nazegelen, kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan
dengan aslinya dan dengan dokumen yang dimasukkan Penggugat ke dalam
Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok dan sesuai, lalu dibubuhi
tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/45/111/2006, tanggal 23
Maret 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi
Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah di nazegelen, kemudian oleh
Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dengan

dokumen yang dimasukkan Penggugat ke dalam Sistem Informasi
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Pengadilan yang ternyata cocok dan sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan
diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;
B. Saksi-saksi
1. Siska Desmasari binti Sabar, NIK. 1301035612870003, tempat dan
tanggal lahir, Seberang Tarok/ 16 Desember 1987, umur/ 36 tahun,
agama lIslam, pendidikan terakhir sekolah menengah lanjutan atas,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung
Seberang Tarok, Nagari Lakitan Selatan, Kecamatan Lengayang,
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, adalah keponakan
Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai
berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah
suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat
membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung
Seberang Tarok, Nagari Lakitan Selatan, Kecamatan Lengayang,
Kabupaten Pesisir Selatan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang
terakhir atau tahun 2022 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang
bertanggungjawab terhadap nafkah belanja rumah tangga
Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara
Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita
dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak
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sekitar 1 (satu) tahun lebih, dan sejak saat itu Penggugat dan
Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa setelah berpisah, Penggugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di Kampung Seberang Tarok, Nagari Lakitan
Selatan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi
Sumatera Barat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di
di Nagari Lakitan Selatan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir
Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah
meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha untuk
mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun
kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak
bercerai namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau
lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat dan oleh

karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Javendi Guswandi bin Man Alur, NIK.11301032902800001, tempat
dan tanggal lahir, Seberang Tarok/ 29 Februari 1980/ umur 44 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas,
pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di kampung Seberang Tarok,
Nagari Lakitan Selatan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir
Selatan Provinsi Sumatera Barat, adalah adik ipar Penggugat, telah
memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah
suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat
membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung
Seberang Tarok, Nagari Lakitan Selatan, Kecamatan Lengayang.
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya
berpisah;
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- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat
telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang
terakhir mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak
bertanggungjawab memberikan nafkah terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara
Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui
berdasarkan informasi Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak
sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa setelah berpisah, Penggugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di Kampung Seberang Tarok, Nagari Lakitan
Selatan, Kecamatan Lengayang. Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi
Sumatera Barat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di
Kampung Seberang Tarok, dekat Masjid Nurul Iman sebelum SDN 38
Seberang Tarok, Nagari Lakitan Selatan, Kecamatan Lengayang,
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah
meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha untuk
mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan Tergugat
agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk
tidak bercerai namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak
mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat dan

Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
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Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut
dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, maka selanjutnya
Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;
Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Hakim
agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;
Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat
yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu,
sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf
(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Kuasa khusus Penggugat telah menyerahkan
Surat Kuasa Khusus dari Penggugat Nomor 506/SK-PDT/KH-DDA/II-2024
tanggal 27 Februari 2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus
Pengadilan Agama Painan Nomor 48/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 16 Maret 2024
dan karenanya Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus telah
memenuhi  ketentuan  Keputusan Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karenanya
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Kuasa Khusus Penggugat adalah sah secara hukum untuk bertindak mewakili
kepentingan Penggugat principal di persidangan;
Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita acara panggilan
(relaas) Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 14 Maret 2024 dan tanggal 27
Maret 2024 yang disampaikan melalui surat tercatat yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya
Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, hal mana juga sejalan dengan hadis
riwayat al-Bazzar dalam kitab Majma’ al-Zawaid wa Manba’ al-Fawaid jilid 1V
halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian
diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

sl pll> 59 asily s Graluall PS> o @S> ] (553 10
o>y J

Artinya: “Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang
Majelis dari kalangan Majelis umat Islam, tetapi ia tidak menghadap,
maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya”

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang
menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar
mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana
didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak bulan Maret
tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi
permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan-alasan
sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Puncak perselisihan dan

pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2023, Tergugat
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memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu,
Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan
Penggugat yang sampai sekarang terhitung sekitar 1 (satu) lamanya, dan
antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada upaya untuk memperbaiki

hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam gugatannya;

Formil gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat
unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para
pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh
Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselishan dan pertengkaran,
guod est Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat
formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo diperiksa secara verstek,
namun oleh karena berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang
diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan, jika memiliki dasar dan
alasan hukum, maka dengan demikian, guna menghindari penyelundupan
hukum dalam perkara a quo, Majelis tetap memberikan beban pembuktian
kepada Penggugat, sebagaimana akan Majelis uraikan dalam pertimbangan
selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan,
maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan
terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dipandang telah mengakui
kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga quod est Pasal 311 R.Bg
pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (bindende bewijskracht) dan

menentukan (beslissende bewijskracht), maka sejauh posita gugatan
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Penggugat tentang jumlah keturunan dan tempat tinggal bersama setelah
menikah, dipandang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan
dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan
pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui
seluruh dalil gugatan Penggugat, namun karena prinsip hukum perkawinan
yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum
Poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
adalah mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis berpendapat bahwa
pengakuan Tergugat terhadap alasan perceraian yang dikemukakan oleh
Penggugat tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan
doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam
bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya
diambil alih menjadi pendapat Majelis, bahwa “Majelis harus mengantisipasi
terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang
hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama
berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan
oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana
dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan
tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1.

Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2.

Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus
dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap

keutuhan kehidupan suami istri;
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3.
Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup
rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
memberikan beban pembuktian (burden proof) kepada Penggugat guna
membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing
bukti tersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti saksi-saksi
yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat
tersebut, yaitu (Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili) atas nama Penggugat
adalah merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti
permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 RBg dan dikuatkan dengan keterangan
dua orang saksi di persidangan, dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen
serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara
ini, yaitu menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di
wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan
fakta bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 1 Maret 1995,
keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus
dinyatakan bukti surat P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai
Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.2 telah memenuhi
syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti surat P.2 tersebut
bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga
berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat
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dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 1 Maret 1995
yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan demikian
Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum
untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona legal standing in judicio),
karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam
sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah keponakan
Penggugat dan saksi kedua adalah adik ipar Penggugat, kedua orang saksi
tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (vide:
Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan
di hadapan sidang (vide: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (vide: Pasal
175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat
bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara
a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P)
serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang

pernikahannya telah tercatat pada Kecamatan Lengayang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

selama 1 (satu) tahun, dan masing-masing telah meninggalkan

kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah

dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran
yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada saksi Penggugat
yang mengetahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri,
melainkan hanya dari cerita orang lain yang pada dasarnya merupakan
testimonium de auditu, dan karenanya dalam hal ini Majelis sependapat dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11
November 1959 menyatakan, bahwa meskipun testimonium de auditu tidak
dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian
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yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan
sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi yang dihadirkan
Penggugat yang melihat atau mengetahui langsung peristiwa tersebut terjadi,
melainkan hanya berdasarkan cerita orang lain (testimonium de auditu), akan
tetapi Majelis Hakim menilai bahwa dampak dan akibat adanya pertengkaran
dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus
menerus yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Penggugat adalah
merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih
hidup rukun dalam suatu rumah tangga setidaknya selama 1 (satu) tahun, hal
mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih
sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: “Keterangan dua
orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat
hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah
pisah rumah setidaknya selama 1 (satu) tahun lamanya, peristiwa mana adalah
sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang
merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat
bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak
harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami
isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan
tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan
tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat
dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur
rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda
keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal
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merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga
perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan
rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisabh;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama
lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang
kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa keluarga dari masing-masing pihak Penggugat dan
Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat
agar hidup bersama dalam rumah bersama serta membangun rumah tangga,
begitu pula dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah
tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa
Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia
membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terjadinya pisah tempat
tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah ada upaya perdamaian
baik oleh pihak keluarga maupun lewat nasihat oleh Majelis Hakim, dan adanya
gugatan yang diajukan ke Pengadilan oleh Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat yang sampai pada tahap kesimpulan Penggugat masih bersikeras
untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan fakta bahwa memang telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan
Tergugat, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana

yang didalilkan oleh Penggugat;

Fakta hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan
dalam persidangan, Majelis telah berhasil mengurai pokok persoalan (tahlilu
al-niza’) dalam perkara a quo, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk
fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada hari Senin, tanggal 1

Maret 1995 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi

Sumatera Barat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

kediaman bersama, sampai berpisah rumah;

3.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat Tergugat tidak

bertanggungjawab memberikan nafkah terhadap Penggugat, sehingga

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya

sejak 1 (satu) tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menjawab petitum gugatan

Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan

pertimbangan hukum (tasbib al-ahkam al-qadha’i) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat
1.
Petitum umum
Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu)
yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum
tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis jawab kemudian
dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;
2,
Petitum perceraian
Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua)
yang mohon agar Majelis menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat
terhadap Penggugat, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai
berikut;
Pertimbangan perceraian secara syar’i
Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara
Penggugat dengan Tergugat, Majelis merasa perlu untuk mengutip dalil syar’i,
sebagai berikut:
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a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:
8358 oSy Jass ] B0t G5l 1aSuwiil 002 o587 315 10 211 0oes
09355% Tplsod) Ien ¥ 35 s &) 12al> 55

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri -istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

b.
Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah,
Juz Il, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

I roVg 0V
Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan
pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);
C.
Kaedah fighiyah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair, Juz |,
halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai
berikut:

Terjemahnya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang
lebih ringan.

d.
Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan
Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

lalial o,...,dl plo> axe galasus ¥ Las ol Jlio] azgll cassl 1)
muﬂwwu@wcbw&wwlﬂ, lolos s caieil 1515

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya
suaminya, baik berupa ucapan maupun tidakan, yang
menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan
rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut
boleh untuk menggugat kepada Majelis agar ia diceraikan
dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan
Majelis tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka
Majelis menceraikan keduanya dengan talak ba'in.
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e.
Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu, Juz VI, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut:

olazl uaai V iz g gliall Inio o) puall ol Glasall 5y 031 axSIlall L2l
wsMug Loa> anzg 3l

Terjemahnya Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian
dengan alasan syigaq (perselisihan dan pertengkaran) dan
bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk
perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi
terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri),
sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan
menyusahkan...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar’i tersebut di
atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan
ketentraman (sakinah) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling
mencintai (mawaddah) dan menyayangi (rahmah), saling menjalankan
kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah
menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami
istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak
menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara syar’i, seorang Iistri
dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan
dengan suaminya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan
nafkah biaya rumah tangga, Tergugat sering menjual barang rumah untuk
kebutuhan pribadi Tergugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat,
sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-
kurangnya sejak 1 (satu) tahun hingga sekarang. Menurut pendapat Majelis,
kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (masyaqqgah) bagi Penggugat
untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga
kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara a quo setidak-tidaknya
telah mencapai tingkat hajiyah, sebagai alternatif terakhir (ultimum remedium)

untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga
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yang sudabh tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara
kehormatan Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudaratan
yang lebih besar;

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (vide Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian
hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide: Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan juncto Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang
dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya quod
est Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa
“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39
ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa “Suami
istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup

rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan
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pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di
hadapan sidang, adapun Majelis sudah tidak dapat atau mungkin lagi
mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan
pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan
perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan
mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratan dibanding
kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada
lagi rasa saling mencintai, sehingga kalaupun keduanya dipaksa melanjutkan
hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga
yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (mitsagan ghalizha) dan
kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar
susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan
Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah terhadap Penggugat,
maka Majelis menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di
antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (broken marriage). Adapun
keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta
tersebut (vide: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis
berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan
perceraian yang dibenarkan secara hukum, quod est Pasal 39 ayat (2) dan
Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
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Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (tahlilu al-niza’) dan
alasan beserta dasar hukum (tasbib al-ahkam) yang telah Majelis kemukakan di
atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan
dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis memandang perlu untuk mengutip dalil
syar’i yang terdapat di dalam Kitab al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, karangan
Wahbah al-Zuhaily, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi
pendapat Majelis, sebagai berikut:

fars V] Jgsu Y padl 0V {550 GMs Glasiall olall axsgs s3I GMlall
392l roxall 18 blyall axzlre o zo il HSai Lixz, GMall YIS I3] iV
FYPNTINT

Terjemahnya: Talak yang dijatuhkan oleh Majelis berdasarkan alasan
pertengkaran adalah talak ba’in, karena kemudaratan hanya
bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila
talak yang dijatuhkan adalah talak rajii, maka tentu
dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya,
dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi
kemudaratan yang sama.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar’i
di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan
pengadilan adalah tergolong talak bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan,
antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan,
belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan syar’i dan yuridis di
atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain

shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum biaya perkara
Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga)
tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk
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dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;
Kesimpulan
Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas,
maka Majelis menyimpulkan sebagai berikut:
1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
perkara a quo;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab
petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu), gugatan'Penggugat dikabulkan
dengan verstek;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2, Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Mejatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ramli bin Ruslan)
Terhadap Penggugat (Etty Warni binti Umar Dt.Rj Garak Bumi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Sri
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Fortuna Dewi, S.Ag.M.H., sebagai Ketua Majelis, Miftahul Jannah, S.Sy. dan
Zamzami Saleh, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan
diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum serta
disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada
hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jacki Efrizon, S.H.,

sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa

hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,
Sri Fortuna Dewi, S.Ag.M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Miftahul Jannah, S.Sy. Zamzami Saleh, Lc., M.H.
Panitera,

Jacki Efrizon, S.H.,
Perincian biaya perkara:

1. PNBP
a. ‘Rp 30.000,00
Pendaftaran
b. :Rp 20.000,00
Panggilan pertama P dan T
C. 'Rp 10.000,00
Redaksi
2. Prose :Rp 75.000,00
S
3. Pangg :Rp 64.000,00
ilan
4. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 219.000,00
(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)
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